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BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOM OR , TAHUN 2013 

TENTANG : 

KRITERIA KEBERHASILAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI 
PENDAPATAN ASLI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

B PAT! T SIKM AYA 

a. bahwa dalam rangka mengukur dan menent kan tingkat 
keberhasilan Satua KeIja Perangkat Daerah dalam Pemungutan 
dan Penge olaan Administrasi Pendapatan Asli Daerah, dipandang 
perlu menetapkan ktri ria yang meliputi aspek pelaksanaan dan 
administrasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang 
Kriteria Keberhasilan atuan KeIja Perangkat Daerah dalam 
Pemungut dan Pen elolaan Administrasi Pe dapatan Asli 
Daerah. 

U ang-Undang Nom or 2 Tahu n 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana 

e ah be e ap terakhir dengan Un dang-Undang 
Nom r 12 Tahun 2008 tentang P rubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nom r 32 Tabun 2004 tentang Pemerin tahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
T ahan Lembar Negara Re\lublik Indonesia Notrulr 4844\; 

2. Un dang-Undang Nom or 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintab Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara R publik Indonesia Tabu n 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik I donesia Nomor 4438) ; 
3 . Un ang-Undang Nomor 28 Tahun 2 009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi aerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 
2009 0 or 1 0 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomo 5049); 

4 . Undang-Undang N or 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) ; 
5 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian 

Urusan Pe1llerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 



Menetapkan 

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 
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(Lembaran 
Tambahan 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Penge101aan 
Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 83 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Penge101aan Keuangan Daerah; 

10 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 
ten tan g Dinas Da rah Kabupaten Ta sikrnalaya sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Peru bahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 
Tahun 2008 ten tang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya . 

12 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahu n 2011 
ten tang Pajak Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum; 

14. Peratutan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tah un 2011 
ten tang etribusi Tempat Pele1angan Ikan di Kabupaten 
Tasikmalaya; 

15. Peratutan Da rah Kabupat Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Retribusi asa U saha; 

16. Peraturan Daerah {abu paten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2011 
ten tang Retribusi Perizinan tertentu. 

M EMUT U SKAN : 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG KRlTERIA PENILAIAN 
ATAS KEBERHASIL N SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM 
PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENDAPATAN 

SLI DAERAH 

BAB I 
KETE TUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dim aksud den gan : 

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

2. Dinas Pendapatan Penge10laan Keuangan dan Aset Daerah disingkat DPPKAD adalah 
Dinas Pendapatan Pengelelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

3. Satuan KeIja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 

4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
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Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kernakmuran rakyat. 

5 . Pernungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghirnpunan data 
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan 
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danl atau 
diberikan oleh Pernerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

BAB II 

KRITERIA PENILAIAN 

Pasal2 
SKPD yang berhasil dalam pernungu tan dan pengelolaan administrasi Pendapatan Asli 
Daerah sesuai dengan kr' r' p i ai ik gharg an. 

Pasal3 
Kriteria penilaian sebagairnana dimaksud pada Pasal2 , rneliputi : 
1. Keberhasilan dalam pen a aian arge n enman Pen d ap atan Asli Daerah per jenis 

objek pendapatan, diberikan bobot nilai sebesar 40% (ernpat puluh persen). 
2. Keberha silan dalam peningkatan target penerimaan 3 (tiga) tahun terakhir, 'berikan 

obot nilai 20% (dua puluh persen). 

3. K berhasilan dalam pen gelola admin istr asi Pendapatan Asli Daerah, diberikan bobot 
nila i sebesar 40% (ernpat puluh persen) de an ketentuan : 

a . Tertib adrninistrasi Surat Ketetapan Retribusi erah/Karcis/Kupon a tau Kartu 
Langganan, sebesar 10%. 

b. Tertib adrninistrasi Surat Setoran Retribusi Daerah dan Surat Tanda Terirna 
Setoran, 10%. 

c. Tertib adm inistrasi Nota Perhitungan dan Data Potensi, sebesar 10%. 
d . Tertib ad . 'strasi Laporc . gguan dan Laporan Bulanan, besar 10%. 

4. Perhit ungan akhir eberhasi an adalah juml nilai dari nilai akhir masing-
masing kriteria. 

as' 4 
Perhitungan p m erian n ' ai an l ' ai akhir k asing-rna ing i ria sebagairnana 

dirnaksud Pasal3, d ilaksanakan dengan ketentuan seba ai erikut: 
1. Kecepa tan pencapaian realisasi, dengan ketentuan (b b t nilai 40%) : 

a. Apa ila pada tri m1lan I rear sa . sa p ' e ga 15% a au lebih , triwulan II 
realisa si sampai den gan 4 0% atau lebih , tri Ian III reali asi s ampai dengan 75% 
atau lebih, triwu an IV realisa si sampai engan 10 tau lebih dan atau target 
keseluruhan tercapai pada triwulan III , di erikan nilai 100 dan n ilai akhir 40. 

b . Apabila alah sa tu riwulan tidak terca pai sebagai ana dirnaksu d Pasal 4 angka 1 
hurup a dan ata targe ke eluruhan tercapai pada bulan Okto er, diberikan nilai 
80 dan nilai akhir 3 . 

c. Apabila dua tri Ian tidak ter~apai ebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 1 hurup 
a dan atau target k s Im;u an tercapai pada Nopernber , diberikan nilai 60 dan nilai 
akhir 24. 

d. Apabila tiga triwulan tidak tercap ' . sebagaimana dimaksud Pasal4 angka 1 hurup 
a dan atau target keseluruhan terc ai pada bulan Desernber, diberikan nilai 40 

dan nilai akhir 16. 
e. Apabila sernua ketentuan sebagairnana dimaksud Pasal 4 angka 1 hurup a tidak 

tercapai diberikan nilai 20 dan nilai akhir 8. 
2. Keberhasilan dalam peningkatan target penerimaan, dengan ketentuan (bobot nilai 

20%) : 



a. Lebih dari 50% 
b. Lebih dari 40% sampai 50% 
c. Lebih dari 30% sampai 40% 
d. Lebih dari 20% sampai 30% 
e. Lebih dari 10% sampai 20% 
f. Lebih dari 5% sampai 10% 
g. Lebih dari 2,5% sampai 5% 
h. Sampai dengan 2,5% 

3 . Keberhasilan dalam pengelolaan 
ketentuan : 

: nilai 100 dan nilai akhir 20 
: nilai 90 dan nilai akhir 18 
: nilai 80 dan nilai akhir 16 
: nilai 70 dan nilai akhir 14 
: nilai 60 dan nilai akhir 12 
: nilai 50 dan nilai akhir 10 
: nilai 30 dan nilai akhir 6 
: nilai 20 dan nilai akhir 4 
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administrasi Pendapatan Asli Daerah, dengan 

a. Tertib administrasi Surat Ketetapan Retribusi DaerahjKarcisjKupon atau Kartu 
Langganan, dengan ketentuan (bobot nilai 10%): 
1) Dikerjakan kondisi baik : nilai 100 dan nilai akhir 10 
2) Dikerjakan kondisi kurang : nilai 60 dan nilai akhir 6 
3) Tidak dikerjakan : nilai 10 dan nilai akhir 1 

b . Tertib administrasi Surat Setoran Retribusi Daerah dan Surat Tanda Terima 
Setoran, untuk masing-masing kriteria dengan ketentuan (bobot nilai 10%) : 
1) Dikerjakan kondisi baik : nilai 50 dan nilai akhir 5 
2) Dikerjakan kondisi kurang : nilai 30 dan nilai akhir 3 
3) Tidak dikerjakan : nilai 10 dan nilai akhir 1 

c. Tertib adrninistrasi Nota Perhitungan dan Data Potensi , untuk masing-masing 
kriteria dengan ketentuan (bobot nilai 10%) : 
1) Dikerjakan kondisi baik : nilai 50 dan nilai akhir 5 
2) DikeIjakan kondisi kurang 
3) Tidak dikerjakan 

: nilai 30 dan nilai akhir 3 
: nilai 10 dan nilai akhir 1 

d. Tertib administrasi Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, untuk masmg-
masing kriteria dengan ketentuan (bobot nilai 10%): 
1) Dikerjakan kondisi baik : nilai 50 dan nilai akhir 5 
2) Dikerjakan kondisi kurang : nilai 30 dan nilai akhir 3 
3) Tidak dikerj akan : nilai 10 dan nilai akhir 1 

e. Nilai akhir keberhasilan dalam pengelolaan administrasi Pendapatan Asli Daerah 
sebagaimana dimaksud pasal 4 angka 3 adalah nilai akhir yang diperoleh dari ke 4 
(empat) unsur sebagaimana dimaksud hurup a, b, c dan d. 

BAB III 
PENGELOMPOKAN DAN PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN 

Pasal 5 
Dalam rangka kepentingan pemberian penghargaan, SKPD di bagi dalam 3 (tiga) 
ke1ompok berdasarkan be saran target penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai 
berikut: 
1. Kelompok I, dengan be saran target penerimaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua 

ratus juta rupiah); 
2 . Kelompok II, dengan besaran target lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) SaJIlpai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 
3. Kelompok III, dengan besaran target penerimaan lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu 

milyar rupiah). 

Pasal6 
(1) Penetapan penerima penghargaan dilakukan melalui penilaian yang dilaksanakan oleh 

Tim Penilai yang di bentuk oleh Kepala DPPKAD. 
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data, 

laporan dan informasi serta penilaian langsung ke masing-masing SKPD. 
(3) Jenis dan jumlah pernghargaan yang diberikan kepada SKPD ditetapkan oleh Bupati 

yang pada pe1aksanaannya disesuaikan dengan kemaJIlpuan APBD. 



BABV 
PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
P d t 1 5 Ma~e'i 201} a a angga 

SEKRET ARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

). 
... ~ . 1 

Ditetapkan di Singaparna ' 
d t al 4 :Wal':'et 201 3 pa a angg 

;....ifJuu RUZHANUL ULUM L 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR , 


